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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
ABSTRAK 
 
Seiring dengan berkembangnya zaman di era modern ini, sarana transportasi 
sangat penting dan diperlukan untuk menunjang aktivitas manusia dalam 
kehidupan sehari-hari. Namun karena keterbasan dan kemampuan setiap orang 
berbeda-beda sehingga tidak semua masyarakat memiliki mobil maka bisnis jasa 
sewa-menyewa mobil bermunculan. Salah satunya adalah CV. Bintang Angkasa 
Rental yang merupakan salah satu perusahaan jasa rental terbesar di Kota Bandar 
Lampung. Sistem sewa-menyewa dengan lepas kunci menjadi layanan yang 
paling diminati, meskipun memiliki resiko yang salah besar salah satunya adalah 
karena penyewa terlambat dalam mengembalikan kendaraan yang disewa. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana mekanisme biaya 
tambahan sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa, Bandar 
Lampung dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang biaya tambahan 
keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang 
Angkasa, Bandar Lampung?. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, sejelas mungkin mekanisme biaya 
tambahan sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa, Bandar 
Lampung dan menganalisis menggunakan Phukum Islam terhadap biaya 
keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan CV. Bintang Angkasa, 
Bandar Lampung. 
Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Peneliti menggunakan tiga tahapan prosedur penelitian yakni tahapan 
deskripsi dan orientasi, tahapan reduksi, dan tahap seleksi. Desain penelitian yang 
digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah gabungan antara penelitian lapangan 
(field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Adapun sumber 
data diperoleh dari hasil wawancara dan juga sumber referensi dari buku buku 
yang terkait. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif 
dengan pendekatan berfikir secara induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Mekanisme biaya 
tambahan sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar 
Lampung dituangkan kedalam sebuah perjanjian yang bersifat baku (standar) 
sepihak namun isi dalam isinya tetap adil, tidak merugikan pihak penyewa mobil 
atas syarat dan ketentuan yang dibuat. 2) Tinjauan  Hukum Islam Tentang Biaya 
Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan Pada CV. Bintang 
Angkasa Rental Bandar Lampung tidak melanggar ketentuan yang disyariatkan 
sebab pengenaan biaya tambahan bagi penyewa yang terlambat mengembalikan 







َٰٓأََُّٚٓب ٍَ ٱ َٚ  َُُكى بِ  نَِّزٚ ۡٛ نَُكى بَ  َٕ ْا أَۡي َٰٕٓ ِطمِ ٱَءاَيُُْٕا ََل حَۡأُكهُ َشةً َعٍ حََشاٖض  ۡنبَ  ٌَ حَِج  َٰٓ أٌَ حَُكٕ إَِلَّ
 ٌَّ ْا أََفَُسُكۡىۚۡ إِ َٰٕٓ ُ ََل حَۡقخُه َٔ ُُكۡىۚۡ  َ ٱيِّ ب   ّللَّ ًٗ ٌَ بُِكۡى َسِحٛ  ٩٢َكب
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
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A. Penegasan Judul  
Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian ini, yang 
berakhir dengan kesalahpahaman, maka dengan ini penulis akan menjelaskan 
secara singkat apa yang sebenarnya menjadi maksud dari judul penelitian ini. 
Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Tambahan 
Keterlambatan Pengembalian Sewa Menyewa Kendaraan (Studi Pada 
CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung)”, maka terlebih dahulu 
ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut.  




Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 
Rasul-Nya tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 
mengikat untuk semua yang beragama.
2
 




Menurut bahasa, kata sewa-menyewa berasal dari kata “sewa” dan 
“menyewa”. Kata sewa berarti pemakaian suatu barang dengan membayar 
uang sewa, sedangkan menyewa berarti memakai suatu barang dengan 
                                                             
1
W.J.S Purdawadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 1992), 
h. 197. 
2
Amir Syarifuddin,Ushul Fiqh Jilid Logos Wacana Ilmu (Jakarta: Gramedia Pustaka, 





 Dalam bahasa arab, sewa diistilahkan dengan al-ijarah 
yang artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan.
5
 
Menurut Moh Ali Hasan, Ijarah merupakan suatu perikatan pemberian 
kemanfaatan jasa kepada orang lain dengan syarat memakai iwadh 
(pengganti/balas jasa) dengan uang atau barang yang ditentukan. Jadi Ijarah 
membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang memberi upah.
6
 
Kendaraan merupakan sarana tertentu yang digunakan untuk melakukan 




Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan meneliti serta menemukan 
hasil tentang biaya keterlambatan atas sewa menyewa yang dilakukan oleh 
nasabah atau konsumen pada CV. Bintang Angkasa Bandar Lampung akibat 
keterlambatan waktu pengembalian kendaraan, ditinjau dari hukum islam.  
B. Alasan Memilih Judul  
Penulis memiliki beberapa alasan tertentu yang mendorong penulis untuk 
mengkaji masalah ini. Adapun alasan ini antara lain :  
1. Alasan Obyektif  
CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung merupakan salah satu usaha 
berjenis perorangan yang bergerak dibidang sewa-menyewa mobil rental. 
                                                             
4
Hasal Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III  (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), 
 h. 1057. 
 
5
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta, PT. 
Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.  
6
 Ibid.  
7
Mikha Ekapasi Putra Kawangmani, "Deskripsi Uji Berkala Kendaraan Bermotor, 
Dampak Ekonomi dan Potensi Lakalantas”,  Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan (JIEP), Vol. 17, 
No. 1, (Maret 2017). 
Peraturan yang ditetapkan oleh pihak CV. Bintang Angkasa dalam 
kegiatan sewa-menyewa mobil rental adalah mutlak, termasuk dengan 
dikenakannya biaya tambahan apabila terjadi keterlambatan dalam 
pengembalian unit mobil yang disewakan.  
Sesuai dengan judul skripsi ini, penulis akan membahas tentang 
tinjauan hukum Islam tentang biaya keterlambatan pengembalian sewa-
menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung.  
2. Alasan Subyektif  
a. Dalam penulisan skripsi ini, penulis didukung oleh data yang akurat 
yang terdapat di perpustakaan maupun yang diperoleh dari lapangan 
sebagai bahan rujukan yang berhubungan dengan topik penelitian, 
sehingga diperkirakan dalam penyusunan skripsi ini dapat 
terselesaikan dengan baik.  
b. Ketersediaan data atau informasi yang penulis butuhkan terkait judul 
yang akan diteliti, baik data sekunder maupun data primer memiliki 
kemudahan akses dan letak objek penelitian mudah dijangkau.  
C. Latar  Belakang Masalah  
Seiring dengan berkembangnya zaman di era modern ini, sarana 
transportasi sangat penting dan diperlukan untuk menunjang aktivitas dalam 
kehidupan sehari-hari. Mengingat pentingnya sarana transportasi yaitu untuk 
mengefisiensikan waktu di kalangan masyarakat baik itu bekerja, pelajar, atau 
mahasiswa. Dapat diasumsikan bahwa, hampir semua masyarakat memiliki 
kendaraan roda empat yaitu mobil. 
Namun demikian sangat mungkin pula ada beberapa kalangan masyarakat 
yang tidak memiliki alat transportasi berupa mobil, seperti yang kita ketahui 
bahwa mobil merupakan suatu kendaraan yang digerakkan dengan tenaga 
mesin, selain itu mobil termasuk dalam kategori barang yang mahal sehingga 
hal ini tidak menyebabkan semua orang dapat memiliki mobil sebagai barang 
milik pribadi. Hal ini membuat kondisi di bidang perekonomian banyak 
bermunculan bisnis dalam bidang persewaan terutama di bidang jasa 
transportasi yaitu sewa-menyewa mobil rental.
8
 
Sudah banyak perusahaan berbadan hukum seperti CV maupun PT 
ataupun bisnis perorangan yang melakukan kegiatan sewa-menyewa mobil 
untuk mendapatkan keuntungan, yang menyediakan berbagai jenis mobil yang 
disewakan dengan harga yang bervariatif, sehingga para penyewa tersebut 
dapat memilih mana yang diminati dengan harga sewanya yang terjangkau. 
Selain itu, para penyewa juga dapat mempertimbangkan kebutuhan mobil 
yang mereka sewa nantinya. 
Untuk menyewa dan mendapatkan fasilitas kendaraan roda empat yaitu 
mobil, tentunya terdapat persyaratan tertentu yang ada pada perjanjian sewa, 
yaitu bahwa penyewa adalah orang yang berpengalaman mengemudi dan 
memiliki SIM A, KTP, jenis mobil yang disewakan, ketentuan harga sewa. 
Ketentuan harga sewa pada CV. Bintang Angkasa yang penulis dapatkan dari 
hasil penelitian dari hasil pra riset adalah sebagai berikut:  
                                                             
8
Ni Putu Dian Pradnyawati, Ratna Arta Windari, Ketut Sudiatmaka, “Akibat Hukum 
Terjadinya Wanpretasi Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Mobil di Kabupaten Klungkung , Jurnal 
Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 1, No. 2, (Desember 2008). 
CV. Bintang Angkasa memiliki beberapa unit mobil yang dapat disewakan 
kepada masyarakat, diantaranya Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia masing-
masing sebanyak 2 unit dengan biaya sewa dengan sistem lepas kunci sebesar 
Rp 250.000,-/hari, Kijang Innova sebanyak 2 unit dengan biaya sewa sebesar 
Rp 350.000,-/hari, Toyota Fortuner dan Minibus Isuzu sebanyak 1 unit dengan 
biaya sewa sebesar Rp.500.000,-/hari, dengan syarat yang berbeda-beda. 
Tetapi, adanya syarat tersebut tidak menjamin bahwa bisnis sewa-menyewa 
mobil berjalan dengan baik, karena pada kenyataannya banyak terjadi 
permasalahan seperti yang diketahui bahwa pihak penyewa tidak dapat 
memenuhi kewajibannya seperti disepakati dalam perjanjian awal.  
Permasalahan pertama yang terjadi di CV. Bintang Angkasa adalah bahwa 
pihak dari penyewa mobil tidak tepat dalam mengembalikan mobil pada 
waktunya sesuai dengan isi dalam perjanjian. Hal ini akan menimbulkan 
kerugian pada pihak yang menyewakan, karena dalam perjanjian sewa-
menyewa ditentukan waktu tertentu. Waktu tertentu adalah jangka waktu yang 
dihitung menurut kelaziman, misalnya jumlah jam, hari, minggu, bulan dan 
tahun. Maka dari itu pihak penyewa akan dikenakan biaya tambahan atas 
keterlambatan pengembalian unit mobil yang disewa. Kemudian permasalahn 
yang kedua adalah bagaimana hukum Islam dalam meninjau biaya 
keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan, yang pada 
notabennya setiap kata “tambahan” selalu dikaitkan dengan istilah “riba”.  
Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan Hukum 
Islam Tentang Biaya Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa 
Kendaraan (Studi di CV. Bintang Angkasa, Teluk Betung Selatan, Kupang, 
Bandar lampung.  
D. Fokus Penelitian 
Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta 
menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang 
lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat 
terfokus kepada fokus penelitian yang akan dijalankan 
Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permsalahan yang 
dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas 
ke dalam identifikasi masalah. Jadi, fokus penelitian dalam penelitian ini 
adalah menjabarkan mengenai mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa 
kendaraan pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung serta melihat 
tinjauan hukum Islam terhadap biaya tambahan keterlambatan pengembalian 
sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar 
Lampung secara lebih mendalam lagi. 
E. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas, yang akan dibahas pada penelitian ini 
adalah:  
1. Bagaimana mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa kendaraan pada 
CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang biaya tambahan keterlambatan 
pengembalian sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa, 
Bandar Lampung?  
F. Tujuan Penelitan 
Tujuan penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa kendaraan 
pada CV. Bintang Angkasa, Bandar Lampung.  
2. Untuk menganalisis penggunaan hukum Islam terhadap biaya 
keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan CV. Bintang 
Angkasa, Bandar Lampung. 
G. Signifikansi Penelitian 
Pentingnya penelitian ini dilakukan agar masyarakat lebih mengerti dan 
mengetahui tentang pentingnya perjanjian sewa-menyewa kendaraan dan 
mekanisme pelaksanaan sewa menyewa kendaraan.  
Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstibusi 
dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya bagi 
pemilik usaha akan dapat menambah pengetahuan tentang sewa-menyewa dan 
biaya keterlambatan yang ditinjau dari hukum Islam.  
Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai 
acuan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian sejenis khususnya 
yang berkaitan dengan mekanisme perjanjian sewa-menyewa kendaraan serta 
tinjauan hukum Islam tentang biaya keterlambatan pengembalian sewa-
menyewa kendaraan.  
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum muamalah 
khususnya di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.  
H. Metode Penelitian  
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan  (field 
research) yaitu sesuatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam 
kancah kehidupan yang sebenarnya.
9
 Penelitian harus terjun sendiri ke 
lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis 
atau observasi berkerangka ialah observasi yang telah ditentukan 
terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang 
akan di observasikan.
10
 Dalam penelitian ini, peneliti berusaha 
mengungkapkan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai 
mekanisme biaya tambahan keterlambatan pengembalian sewa-
menyewa kendaraan di CV. Bintang Angkasa Rental Bandar 
Lampumg . 
Selain menggunakan penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga 
mencakup penelitian kepustakaan (library research), yang dipakai 
sebagai pendukung dalam melakukan penilitian, dimana digunakan 
berbagai berbagai literatur (kepustakaan, baik berupa buku, catatan, 
maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu)
11
, yang 
relevan dengan masalah terkait biaya keterlambatan pengembalian 
sewa-menyewa untuk kemudian diangkat dan diteliti. 
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 Ibid, 
b. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 
dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 
dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek 
penelitian pada saat sekarang pada fakta-fakta yang tampak.
12
 Jadi 
jenis penelitian ini berusaha memahami, menafsirkan suatu peristiwa 




Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan intepretasi yang 
tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam 
masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta 
situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-
kegiatan, berupa sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-
proses yang sedang ber;angsung serta pengaruh dari sebuah 
fenomena.
14
 Peneliti ingin menguraikan dan mengambarkan apa 
adanya mengenai mekanisme biaya tamabahn pengembalian sewa-
menyewa kendaraan dalam perspektif hukum Islam. 
2. Populasi dan Sampel  
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subyek yang diteliti, 
populasi disebut juga univers tidak lain dari daerah generalisasi yang 
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di wakili oleh sampel.
15
 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh karyawan office CV. Bintang Angkasa Rental Bandar 
Lampung yang berjumlah 10 orang dan 15 penyewa yang melakukan 
keterlambatan pengembalian kendaraan pada tahun 2019.  
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
16
 Dalam 
penelitian ini, penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini, penyusun 
menggunakan metode purpose sampling atau sampel yang purposive yaitu 
sampel yang terpilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain 
penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel ini terdapat wakil-wakil 
dari segala lapisan populasi. Maka dalam penelian ini jumlah sampel yang 
akan menjadi narasumber adalah sebanyak 3 orang pegawai CV. Bintang 
Angkasa Rental Bandar Lampung dan 4 penyewa yang melakukan 
keterlambatan pengembalian kendaraan yakni Bapak Wahyudi, Bapak Yudi, 
Bapak Mahmud dan Ibu Anggita. 
3. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan metode interview atau wawancara.  
a. Interview atau Wawancara  
Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan 
tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu tanya 
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jawab terarah untuk mengumpulkan data relevan saja. Dalam 
penelitian ini penulis hanya melakukan wawancara kepada ialah 
Pimpinan atau owner CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung, 
staff customer service, dan bendahara yang merupkan orang yang 
mengetahui segala informasi terkait CV. Bintang Angkasa Rental 
Bandar Lampung serta satu orang penyewa yang melakukan 
keterlambatan pengembalian kendaraan sewa. 
Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara 
terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana 
dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 
sebelumnya. 
b. Observasi  
Observasi adalah peneliti melakukan penelitian secara langsung 
dilokasi penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut 
melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.
17
 Pada penelitian ini 
observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dimana peneliti 
turun langsung mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di 
lokasi penelitian yaitu CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung 
Bandar Lampung. Dalam pengamatan ini peneliti merekam atau 
mencatat baik secara terstuktur maupun semistruktur aktivitas-aktivitas 
dalam lokasi penelitian. 
c. Dokumentasi 
                                                             
17
Sugiyono, Ibid, h.227. 
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 
monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap 




Metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan menghimpun 
data mengenai hal yang berkaitan dengan sewa-menyewa kendaraan di 
CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung 
4. Sumber Data  
Sesuai dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian 
ini, maka sumber data ini termasuk sumber data sekunder dan primer, 
yaitu :  
a. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat 
dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu 
objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).
19
 Sumber data primer 
yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah hasil observasi, 
hasil wawancara dengan informan dan juga hasil dokumentasi yang 
penulis dapatkan dari CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung. 
b. Data sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut 
menjadi bentuk-bentuk seperti table, grafik, diagram, gambar dan 
sebagainya sehingga lebih informatif.  




Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 
h. 44.  
5. Analisis Data  
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara , catatan lapangan dan bahan-
bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 
menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 
pola, memilah mana yang petning dan akan dipelajari dan membuat 
kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami.
20
 Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur 
penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para 
narasumber atau informan,
21
 dengan kata lain metode kualitatif artinya 
menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman 
hasil analisis.
22
 Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau 
penelahaan dokumen.
23
 Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini 
dalah sebagai berikut: 
a. Analisis Mekanisme Biaya Tambahan Sewa-Menyewa Kendaraan 
Pada CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar Lampung 
 
Analisis mekanisme perjanjian sewa-menyewa kendaraan pada 
CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar Lampung dilakukan dengan 
meliht isi perjanjin sewa-menyewa yang dilkukan antara pihak CV. 
Bintang Angkasa Rental dengan pihak penyewa.  
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Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung : Citra Aditya 
Bandung, 2004), Cet.I, h.127.  
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Susiadi , AS., Metode Penelitian (Bandar Lampung : LP2M Institut Agama Islam 
Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.106.  
b. Analisis Tinjauan  Hukum Islam Tentang Biaya Keterlambatan 
Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan Pada CV. Bintang 
Angkasa Rental Bandar Lampung 
 
Analisis Tinjauan  hukum Islam tentang biaya keterlambatan 
pengembalian sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa 
Rental Bandar Lampung dilakukan dengan cara menggunakan data 
sekunder terkait dengan akad ijarah yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak dalam pelaksaaan sewa-menyewa kendaraan dengan sistem lepas 
kunci.   
Penyusun juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu 
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau 
norma-norma dalam hukum positif.
24
 Dalam mengolah hasil data 
penyusun menggunakan metode pendekatan secara induktif yakni 
berangkat dari fakta fakta secara umum untuk kemudian dilakukan 
penarikan kesimpulan secara khusus, selanjutnya penyusun akan 
membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ditemukan di 
lapangan untuk kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir. 
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A. Landasan Teori  
1. Teori Sewa Menyewa 
Sewa-menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang 
satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu 
barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, 
yang oleh pihak tersebut menyanggupi pembayaran nya.
25
 
Sewa-menyewa dalam bahasa inggris disebut dengan Rent atau Hire. 
Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut 
kamus besar bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan 




Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara 
pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan 




Menurut Subekti, sewa menyewa adalah pihak yang satu menyanggupi 
akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama jangka waktu 
tertentu, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar 
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Menurut Wiryono Prodjodikoro, sewa-menyewa adalah suatu 
penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan 
memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa 
oleh pemakai kepada pemilik.
29
 
Sewa-menyewa menurut pasal 1548, Bab VII KUHPerdata 
menyebutkan bahwa sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan 
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada 
pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu 




Sewa-menyewa sama saja halnya dengan jual beli dan perjanjian-
perjanjian lain pada umumnya, yaitu suatu perjanjian konsensual, artinya 
sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-
unsur pokoknya, yaitu Barang dan Harga. Kewajiban pihak yang satu 
adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati pihak yang lain, 
sedangkan kewajiban  pihak  yang lain adalah membayar harga  sewa. 
Jadi,  barang  yang  
diserahkan tidak untuk dimiliki.
31
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Dengan demikian, maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan 
kekuasaan belaka atau sementara atas barang yang disewa itu. Kewajiban 
pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan 
bukanya untuk menyerahkan hak milik atas barang itu, dengan demikian 
maka seseorang yang memiliki hak nikmat-hasil dapat secara sah 
menyewakan barang yang dikuasai nya dengan hak tersebut.
32
 
Dalam buku hukum perdata Indonesia oleh prof. Abdulkadir 
Muhammad, S.H. beliau menerangkan bahwasanya seperti yang sudah 
diketahui sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dimana pihak yang 
menyewakan mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak penyewa 
kenikmatan atas suatu benda selama waktu tertentu dengan pembayaran 
harga sewa tertentu (pasal 1548 KUHPdt)
33
 Berdasarkan rumusan pasal 
tersebut, dapat diindentifikasikan empat unsur utama sewa-menyewa, yaitu 
subjek sewa-menyewa, perbuatan sewa-menyewa, objek sewa-menyewa, 
dan jangka waktu sewa-menyewa.
34
  
a. Subjek sewa-menyewa 
Istilah sewa-menyewa menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang 
saling membutuhkan sesuatu. Pihak pertama disebut “yang 
menyewakan” yaitu pihak yang membutuhkan sejumlah uang sewa 
dan pihak kedua disebut “penyewa”, yaitu pihak yang membutuhkan 
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atas suatu benda yang ingin dinikmati melalui proses tawar menawar. 
Pihak pertama yang menyewakan dan pihak kedua yang penyewa.
35
 
Sewa menyewa dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang 
terjadi antara pihak yang menyewakan benda tertentu untuk sekedar 
memperoleh sejumlah uang dan pihak penyewa untuk sekedar 
memenuhi kebutuhan kenikmatan atas benda tertentu selama waktu 
tertentu. Akan tetapi secara khusus, sewa-menyewa dapat menjadi 
mata pencaharian bagi pihak yang menyewakan benda. Dalam 
hubungan ini, pihak yang menyewakan benda dapat berstatus sebagai 
pengusaha, produsen, sedangkan pihak penyewa dapat sebagai 
manusia pribadi, konsumen, badan hukum yang menikmati benda.
36
 
b. Perbuatan sewa-menyewa 
Perbuatan sewa-menyewa meliputi lima unsur, yaitu persetujuan, 
penyerahan benda sewaan, pembayaran uang sewa, waktu sewa dan 
persyaratan dalam melakukan sewa-menyewa adalah persetujuan 
adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara 
pihak yang menyewakan dan pihak penyewa mengenai benda sewaan, 
uang sewa, waktu sewa, dan persyaratan sewa-menyewa.
37
 
Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak penguasaan benda 
sewaan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa untuk 
dinikmati.
38
 Pembayaran uang sewa adalah perbuatan memberikan 
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Wiryono Prodjodikoro H, Ibid, h. 10.  
38
Ibid.  
sejumlah uang dari pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan 




Waktu sewa adalah ukuran lamanya sewa-menyewa berlangsung. 
Persyaratan sewa-menyewa adalah ketentuan yang disepakati bersama 
untuk memungkinkan pemenuhan kewajiban dan memperoleh hak 
pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.
40
 
c. Objek sewa-menyewa 
Objek sewa-menyewa adalah benda dan sewa, benda yang menjadi 
objek sewa-menyewa adalah harta kekayaan yang berupa benda 
bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, harus 
benda tertentu atau dapat ditentukan, dan benda itu memang benda 
yang boleh disewakan atau diperdagangkan.
41
 Dengan demikian benda 
yang disewakan itu status nya sah dan jelas menurut hukum, diketahui 
jelas oleh calon penyewa atas tawaran dari pihak yang menyewakan, 
dan didukung oleh alat bukti yang sah. Oleh karena itu, calon penyewa 
yang jujur tidak mencurigai benda sewaan tersebut. Harga sewa selalu 
dinyatakan oleh jumlah uang, tetapi bleh juga dinyatakan berupa benda 
atau jasa. 
d. Jangka waktu sewa-menyewa 
Jangka waktu sewa-menyewa dalam Pasal 1548 
KUHPdtdinyatakan dengan “waktu tertentu”. Apa yang dimaksud 
                                                             
39
Ibid, h. 11.  
40
Ibid, h. 12.  
41
 Subekti, Ibid, h. 50.  
dengan waktu tertentu? dalam peraktik sewa-menyewa, yang dimaksud 
dengan waktu tertentu adalah jangka waktu yang dihitung menurut 
kelaziman, misalnya jumlah jam, hari, minggu, bulan dan tahun. 
Jangka waktu tersebut dapat juga digunakan dalam bentuk carter, baik 
carter menurut waktu maupun carter menurut perjanjian. Waktu 
tertentu ini digunakan sebagai pedoman untuk menentukan lamanya 
sewa-menyewa berlangsung, julah uang sewa, saat pembayaran sewa, 
dan berakhirnya waktu sewa.
42
 
Menurut ketentuan Pasal 1579 KUHPdt, pihak yang menyewakan 
tidak dapat menghentikan sewa-menyewa dengan menyatakan hendak 
memakai sendiri benda yang disewakan, kecuali jika telah 
diperjanjikan sebaliknya.
43
 Pasal ini ditujukan dan hanya dapat 
diberlakukan pada sewa-menyewa dengan waktu tertentu. Contohnya 
orang yang sudah menyewakan bendanya untuk jangka waktu tiga 
tahun tidak dapat memutuskan sewa-menyewa jika jangka waktu 
tersebut belum berakhir walaupun dengan hendak memakai sendiri 
benda yang disewakan itu. 
Akan tetapi, apabila pihak yang menyewakan benda itu tidak 
menentukan jangka waktu sewa, dia berhak menghentikan sewa-
menyewa setiap saat dengan mengindahkan waktu yang diperlukan 
untuk pemberitahuan penghentian sewa menyewa menurut kebiasaan 
setempat. Namun, ketentuan sewa-menyewa yang diatur dalam Buku 
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III Bab VII KUHPdt berlaku untuk semua sewa-menyewa benda 
bergerak dab tidak bergerak, untuk waktu tertentu dan tidak tertentu 
karena waktu tertentu bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa-
menyewa.
44
 Untuk mengetahui jangka waktu tertentu berlakunya 
sewa-menyewa, ada beberapa cara yaitu
45
: 
1) Kepastian jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian 
2) Tarif sewa untuk setiap unit waktu.  
3) Penafsiran Pasal-Pasal tertentu dalam peraturan sewa-menyewa 
a. Syarat dan Ketentuan Sewa-Menyewa 
Menurut pasal 1548 KUHPerdata  
"Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang 
satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang 
kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran 
suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Orang dapat 





Mengingat kembali bahwa sewa menyewa itu suatu perjanjian 
yang konsensuil, yang artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik 












Subekti dan Tjitrosudibio, Ibid, h. 383. 
46




Subekti dan Tjitrosudibio, Ibid, h. 384-386..  
1) Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, adanya 
Konsensus dari kedua belah pihak, adanya objek sewa menyewa, 
yaitu barang baik bergerak maupun tidak bergerak, adanya 
kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan 
kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda, adanya 
kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran 
kepada pihak yang menyewakan. 
2) Subjek dan objek sewa menyewa, subjek atau pihak yang terlibat 
dalam perjanjian sewa mnyewa adalah pihak yang menyewakan 
dan pihak penyewa, pihak yang menyewakan adalah orang yang 
menyewakan barang atau benda kepada penyewa sedangkan 
penyewa adalah orang yang menyewa barang atau benda dari pihak 
yang menyewakan. Objek dalam perjanjian sewa menyewa adalah 
barang atau benda dengan syarat barang atau benda yang 
disewakan adalah barang yang halah yang artinya  tidak 
bertentangan dengan undang-undang,ketertiban dan kesusilaan. 
3) Hak dan Kewajiban yang menyewakan 
Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa 
yang telah ditentukan,sedangkan kewajiban nya adalah sebagai 
berikut: 
a) Barang yang disewakan harus diserahkan dalam keadaan baik 
b) Barang yang disewakan harus terus dijaga baik-baik dan yang 
rusak wajib diperbaiki (apabila hal tersebut menjadi tanggung 
jawab nya). 
c) Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan 
menggunakan barang yang disewa dengan aman selama 
berlaku perjanjian sewa menyewa. 
d) Menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan, 
yaitu kekurangan-kekurangan yang dapat menghalang-halangi 
pemakaian bendaitu, walaupun ia sejak berlakunya perjanjian 
itu tidak mengetahui adanya kekurangan atau cacat tersebut. 
4) Hak dan Kewajiban penyewa 
Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan 
dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya adalah sebagai 
berikut: 
a) Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan  
b) Tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang disewakan. 
c) Mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang disebabkan 
oleh penyewa sendiri. 
d) Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semua 
ketika perjanjian sewa menyewa tersebut telah habis waktunya 
e) Tidak boleh menyewakan lagi barang yang sewaanya kepada 
orang lain. Apabila telah ditentukan demikian, maka perjanjian 
dapat dibatalkan dan penyewa dapat dituntut mengganti 
perongkosan,kerugian serta bunga. 
5) Bentuk dan substansi perjanjian sewa menyewa, KUHPerdata tidak 
menentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa menyewa 
yang dibuat oleh para pihak .perjanjian sewa menyewa dapat 
dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Adapun substansi sewa 
menyewa minimal membuat hal hal sebagai berikut, tanggal dibuat 
nya sewa menyewa, subjek hukum, objek yang disewakan, jangka 
waktu sewa, besarnya uang sewa, hak dan kewajiban masing 
masing pihak dalam perjanjian tersebut, dan dapat juga 
ditambahkan mengenai berakhirnya kontrak dan denda serta resiko 
atas musnahnya barang atau batalnya perjanjian. 
b. Dasar Hukum Sewa-Menyewa 
1. Dasar Hukum yuridis 
Alasan yuridis adalah alasan yang  berpangkal pada dasar 
hukum yang menjamin mereka untuk dapat mendirikan usaha 
bersama dalam bentuk sewa menyewa (rental), beberapa pasal 




2. Pasal 1320 KUHPerdata 
Dalam sewa menyewa tentu saja didasari dengan adanya 
perjanjian antara kedua belah pihak yang mana sudah diatur dalam 
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KUHPeredata buku ketiga  bab II bagian 2 tentang syarat syarat 
terjadinya suatu perjanjian yang sah, pasal 1320  tentang perjanjian 
yang berbunyi  
“Untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu sepakat 
mereka untuk mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat 
suatu perikatan,suatu hal tertentu dan sebab yang halal." 
 
Pasal 1321-1338 KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, 
yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya 




3. Pasal 1548 KUHPerdata 
Dalam buku ketiga KUHPerdata bab VII sewa menyewa 
bagian 1 ketentuan umum, pasal 1548 KUHPerdata berbunyi:  
“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan,dengan mana pihak yang 
satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang 
kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran 
suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.orang 





c. Mekanisme Perjanjian Sewa-Menyewa  
Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji 
kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal, masing masing pihak sepakat mengenai hak 
dan kewajiban nya, termaksud dalam keadaan yang tak diinginkannya 
pada saat perjanjian berlangsung. Perjanjian sewa menyewa terjadi 
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karena adanya kesepakatan kedua belah pihak dimana pihak satu 
(penyewa) mengikatkan diri untuk menikmati barang yang disewakan 
dan pihak lain (pemilik sewa) menerima pembayaran uang, kedua 
belah pihak menyepakati jangka waktu yang ditentukan dengan 




Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan yang merugikan 
pihak lain,sehingga dinyatakan mengingkari isi perjanjian maka pihak 
tersebut harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi dan jika pihak 
yang melanggar peraturan dalam perjanjian, pihak tersebut harus 
bertanggung jawab atas dasar melawan hukum. Dalam proses nya 
perjanjian sewa menyewa kedua belah pihak harus membuat suatu 
perjanjian agar tidak ada kesalahpahaman untuk kedepan nya, adapun 
syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian yaitu
53
: 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 
2. Kecakapan untuk mebuat suatu perjanjian.  
3. Suatu hal teretntu dan suatu sebab yang tidak terlarang. 
4. Adanya syarat dan ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa 
5. Adanya subjek dan objek yang jelas dalam sewa menyewa 
6. Adanya  hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan hak 
kewajiban pihak penyewa.  
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7. Adanyabentuk dan substansi perjanjian sewa menyewa serta resiko 
atas musnahnya barang. 
8. Apabila kedua belah pihak setuju akan perjanjian tersebut, maka 
terjadinya kesepakatan itu dalam bentuk kontrak yang sudah 
disepakati.  
2. Teori Biaya 
Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang diukur dalam nilai 
moneter, untuk mencapai tujuan pada kurun waktu tertentu. Adapun 
pengertian teori biaya menurut para ahli. 
Menurut Supriyono biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan 
atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang 
akan dipakai sebagai pengurang penghasilan.
54
 
Menurut Henry Simamora, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang 
dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan member  manfaat  
pada  saat  ini atau dimasa mendatang bagi organisasi.
55
 
Menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang 
diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang 
kemungkinan akan terjadi utnuk tujuan tertentu.
56
 
Menurut Harahap, teori biaya dikembangkan berdasarkan teori 
produksi, yaitu bagaimana mendapatkan formulasi input (biaya) yang 
paling efisien untuk menghasilkan output (produksi) tertentu. Dengan 
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demikian, maka teori biaya digunakan untuk menentukan tingkat 
output(produksi) yang optimum dengan biaya minimum, dan biaya sama 
dengan fungsi (produksi) analisis terhadap faktor-faktor ekonomi dan 
teknologi yang menunjang produksi utnuk mendapatkan “teknologi yang 




Untuk memahami arti biaya seseorang harus memahami proses yang 
digunakan dalam menentukan biaya. Biaya adalah kas atau nilai yang 
setara kas yang dikorbankan untuk produk yang diharapkan dapat 
membawa keuntungan masa kini dan masa yang akan dating bagi 
organisasi. Biaya dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat dalam bentuk 
pendapatan dimasa kini maupun masa mendatang. Dengan demikian biaya 




a. Biaya tetap ialah biaya yang secara relatif tidak dipengaruhi oleh 
besarnya jumlah produksi 
b. Biaya tidak tetap ialah biaya yang volumenya dipengaruhi oleh 
banyaknya output. 
c. Biaya total ialah jumlah dari biaya biaya tetap dan tidak tetap. 
d. Biaya berdasarkan lama penggunaanya 
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e. Biaya investasi ialah biaya yang kegunaanya dapat berlangsung dalam 
waktu yang relatif lama 
f. Biaya operasional ialah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan 
kegiatan kegiatan dalam suatu proses produksi dan memiliki sifat habis 
pakai dalam kurun waktu yang relatif singkat. 
g. Biaya pemeliharaan ialah biaya yang dikeluarkan untuk 
mempertahankan nilai suatu barang investasi agar terus berfungsi. 
Teori biaya memegang peranan penting dalam analisa prilaku 
konsumen, karena prinsip biaya yang seminimum mungkin untuk 
mencapai hasil yang maksimal. 
  
3. Sewa-Menyewa Dalam Islam 
Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu‟amalah ialah 
sewa-menyewa, dalam fiqh Islam disebut “ijarah”. Al-ijrah menurut 
bahasa dirtikan sebagai “al-ajru” yang berarti al-iwadu (ganti) oleh sebab 
itu as-sawab (pahala) dinamai ajru (upah). Sedangkan menurut istilah al-
ijarah ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain 
dengan  suatu ganti pembayaran.
59
 
Kalau dalam kitab-kitab fiqh kata ijarah selalu diterjemahkan dengan 
“sewa-menyewa” maka hal tersebut jangan diartikan menyewa barang 
hanya untuk mengambil manfaatnya saja, tetapi dipahami dalam arti luas. 
Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat 
sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi 
menjual manfaatnya bukan bendanya.
60
 
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa adalah 
suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan 
atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang 
dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. 




                                                             
59
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.  
60
Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), h.29. 
61
Ahmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 55.  
a. Ulama Hanafiah 
Akad suatu kemanfaatan dengan pengganti.  
b. Ulama Asyafi”iyah 
Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan 
mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti 
tersebut. 
c. Menurut Syaikh Syihab Al-din dan Syaikh Umairah 
Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan 
membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. 
d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib 
Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. 
Sewa-menyewa sangat dianjurkan dalam Islam karena menganung unsur 
tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Sewa-menyewa 
disahkan syariat berdasarkan Al-Qur‟an, Hadis dan Ijma. 
a. Dasar Hukum Sewa Menyewa Dalam Islam 
Sebenernya dalam islam sendiri, khususnya Al-Qur‟an hanya 
membahas secara umum tentang ijarah. Hal ini bukan berarti konsep ijarah 
tidak diatur dalam konsep syari‟ah, akan tetapi pembahasan tersebut dalam 
Al-Qur‟an hanya membahas perihal sewa-menyewa, karena itu segala 
peraturan yang ada dalam hukum islam mempunyai landasan dasar hukum 
masing-masing. Yang menjadi dasar hukum ijarah iyalah sebagai berikut : 
1) Al-Qur‟an 
a) Firman Allah SWT Surat Ath-Thalaq (65) ayat 6 : 
ٍَ نَُكۡى فَ  ٌۡ أَۡسَظۡع ٍَّ  َفَئِ ٍَّ أُُوَٕسُْ  ٦بحُُْٕ
Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 




b) Firman Allah SWT Surat Al-Qashash (28) ayat 26 :  
َٰٓأَبَِج  قَبنَۡج  ب َٚ  ًَ ُٓ ۡسخَ ٱإِۡحَذى 
ٍِ  ِجۡشُِ  ۡ َش َي ۡٛ ٌَّ َخ ۡسخَ ٱإِ
ُّ٘ ٱ َجۡشثَ ۡ ِٕ ٍُ ٱ ۡنقَ  ٩٦  ۡۡلَِيٛ
Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang 
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 




c) Firman Allah SWT Surat Al-Kahfi ayat 77 : 
َم قَۡشٍَٚت  َطَهَقَبٱفَ  ْۡ َٰٓ إَِرآَٰ أَحََٛبَٰٓ أَ  ٗ بَٰٓ ٱَحخَّ ًَ ًَب  ۡسخَۡطَع ْا أٌَ َُٚعِّٛفُُْٕ ٕۡ َ هََٓب فَأَب ْۡ أَ
َوَذا فَِٛٓب ِوَذاٗسا ُِٚشُٚذ أٌَ َُٚقَطَّ فَأَقَبَيُّ  َٕ ِّ  ۥ فَ ۡٛ ٕۡ ِشۡئَج نَخََّخۡزَث َعهَ قَبَل نَ
 ٧٧أَۡوٗشا  
Artinya: "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya 
sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta 
dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk 
negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian 
keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah 
yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding 
itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu 




Maksud dari ayat di atas, bahwa setiap melakukan sesuatu itu 
harus ada imbalan  atau upah, begitu juga dengan sewa-menyewa 
harus  
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Selain dalam Al-Qur‟an, dalam hadist rosulullah juga menerangkan 
dasar hukum sewa menyewa antara lain : 
a) Hadits dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu: 
ُْجُ  ٍْ ُك َي َٔ َو اْنقَِٛبَيِت  ْٕ ُْٓى َٚ ًُ َب َخْص َو اْنقَِٛبَيِت َسُوٌم  ثاَلَثَتٌ أَ ْٕ خُُّ َٚ ًْ ُّ َخَص ًَ َخْص
فَٗ  ْٕ َسُوٌم اْسخَأَْوَش أَِوًٛشا فَبْسخَ َٔ  ،َُُّ ًَ ا فَأََكَم ثَ َسُوٌم بَبَع ُحًشّ َٔ أَْعطَٗ بِٙ ثُىَّ َغَذَس، 
ِّ أَْوَشُِ  نَْى ُٕٚفِ َٔ  ُُّْ  ِي
Artinya: “Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari 
Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku 
lalu ia mengkhianati, (2) seseorang yang menjual orang 
merdeka lalu memakan hartanya, dan (3) seseorang yang 
menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya 




b) Hadits dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu anhu: 
قَبَل ََل بَأَْس بَِٓب َٔ َؤاَوَشِة  ًُ أََيَش بِبْن َٔ َزاَسَعِت  ًُ ٍْ اْن ََٓٗ َع َسهََّى  َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ُ َصهَّٗ َّللاَّ  أَََّّ
 
Artinya: “Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu „alaihi wasallam 
melarang muzara‟ah dan memerintahkan muajjarah (akad 





c) Hadis riwayat dari Aisyah Radiyallahu anhu: 
سَ  َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ُّٙ َصهَّٗ َّللاَّ اْسخَأَْوَش انَُّبِ ٍْ بَُِٙ َٔ ِْٚم ثُىَّ ِي ٍْ بَُِٙ انذَّ أَبُٕ بَْكٍش َسُوالً ِي َٔ هََّى 
َذاَٚتِ  ِٓ ُِْش بِبْن ب ًَ ُْٚج اْن ْٚخًب اْنِخشِّ ٍّ٘ َْبِدًٚب ِخشِّ ٍِ َعِذ  َعْبِذ ْب
Artinya: “Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam beserta Abu Bakar 
menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir 





d) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radiyallahu anhu: 
ٌْ َِٚجفَّ َعَشقُُّ  َْٛش أَْوَشُِ قَبَْم أَ  أَْعطُٕا اْۡلَِو
 
Artinya: “Rasulullah bersabda “berikanlah kepada tenaga itu upahnya 
sebelum tenaganya kering”. (HR. Ibnu Majah).
69
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Dalil di atas dapat dipahami bahwa sewa-menyewa itu tidak hanya 
terhadap manfaat suatu barang atau benda, akan tetapi dapat dilakukan 
terhadap keahlian atau profesi seseorang.
70
 
Ulama berbeda pendapat tentang upah tukang bekam, menurut 
pendapat jumhur ulama bahwa upah tukang bekam itu halal. Menurut 
Imam Ahmad bahwa bekam itu makruh bagi orang merdeka pekerjaan 
pembekam itu dan bagi tukang bekam itu membelanjakan upahnya untuk 




Argumentasi mereka ialah hadits yang diriwayatkan oleh Malik 
Ahmad dan para ulama penyusun kitab sunan dengan sanad yang terdiri 
dari orang orang yang terpercaya dari mahishah: bahwa dia pernah 




Berdasarkan dalil dalil diatas, maka jumhur ulama pada prinsipnya 
telah  
sepakat  tentang kebolehan  sewa-menyewa.
73
 Para ahli fiqh  yang  
melarang  
sewa-menyewa beralasan, bahwa dalam urusan tukar menukar harus 
terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, seperti hal nya pada 
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barang- barang nyata, sedang manfaat sewa-menyewa pada saat 
terjadinya akad tidak ada.
74
 
Dari ayat-ayat Alquran dan beberapa hadis Nabi SAW tersebut 
jelaslah bahwa akad ijarah atau sewa-menyewa hukum nya dibolehkan, 
karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. 
Disamping Alquran dan sunnah, dasar hukum ijarah adalah ijma‟. 
Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh para 
ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. 
Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. 
Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki 
beberapa rumah dan kendaraan yang kosong dan tida terpakai. Disisi lain 
ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan kendaraan. Dengan 
dibolehkannya ijarah maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal 
dan kendaraan bisa menempati rumah orang lain ataupun kendaraan 
orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan 
memberikan imbalan berupa uang sewa yang telah disepakati bersama, 
tanpa harus membeli rumah atau kendaraannya.   
 
3) Ijma'  
Mengenai disyariat kan ijarah, semua ulama bersepakat, tidak 
seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (ijma') sekalipun ada 
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beberaapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi 
hal itu tidak dianggap.
75
 
Para ulama berpendapat bahwasannya ijarah itu disyariatkan dalam 
Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada 
keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu manusia antara yang satu 
dan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan ijarah 




Bisa dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah adalah salah satu 
bentuk aktivitas kedua belah pihak yang saling meringankan, serta 
salah satu bentuk aktivitas manusia yang berlandaskan tolong 
menolong yang telah dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu para 
ulama menilai bahwa ijarah merupakan suatu hal yang diperbolehkan. 
b. Mekanisme Sewa-Menyewa dalam Islam 
Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai 
ketentuan ijarah sebagai berikut: 
1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. 
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan 
dalam kontrak. 
3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan). 
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4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syariah. 
5) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian 
rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan 
mengakibatkan sengketa. 
6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termaksud jangka 
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau indentifikasi 
fisik. 
7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh 
penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/ pemberi jasa (LKS) 
sebagai pembayaran manfaat atau jasa. 
8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lainnya) 
dari jenis yang sama dengan objek kontrak. 
9) Ketelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
77
  
Objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang baik bergerak 
maupun tidak bergerak. Seseorang yang menyewa rumah untuk dijadikan 
tempat tinggal selama satu tahun dengan memberikan imbalan 
Rp.7000.000 (tujuh juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk 
waktu satu tahun. Begitu juga dengan seseorang yang menyewa kendaraan 
untuk dipakainya selama 1bulan dengan memberikan imbalan berupa uang 
yang sudah ditentukan, maka selama itu ia memakai kendaraan tersebut, 
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tetapi ia tidak memiliki rumah ataupun kendaraan tersebut . dari segi 
imbalannya, ijarah ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda 
Karena dalam jual beli objek nya benda sedangkan ijarah objeknya adalah 
manfaat dar sebuah benda.
78
  
Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil 
buahnya, karena buah itu adalah benda bukan manfaat benda. Demikian 
pula lah tidak diperbolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena 
susu bukanlah manfaat melainkan benda.
79
 
Apabila akad sewa-menyewa atau ijarah telah berlangsung, penyewa 
sudah berhak mengambil manfaat dari benda yang ia sewa, dan orang yang 
menyewakan berhak pula mengambil upah dengan kesepakatan awal yang 
telah disepakati,  karena akad ini adalah mu’awadhah (penggantian).
80
 
Sewa menyewa dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila 
telah memenuhi syara-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. 
Adapun, rukun sewa-menyewa ada dua golongan yang berpendapat yang 
pertama golongan Abu Hanifah sewa-menyewa/ ijarah menjadi sah 
hanyalah dengan ijab dan qobul, yang kedua golongan syafi‟iyah, 
Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa rukun ijarah itu sendiri 
dari mu‟ajir (pihak yang diberi upah), serta mustajir (orang yang 
membayar ijarah), dan al ma‟qud „alaih (barang yang disewakan).
81
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Ibid. h. 251. 
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Di dalam teknis sewa-menyewa kendaraan (benda bergerak) biasa 
disebut dengan rental kendaraan,  ijarah adalah akad atau perjanjian antara 
pemilik rental dengan konsumen untuk menyewa suatu kendaraan, dimana 
rental mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya, dan diakhir 
dengan mengembalikannya tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan 
pada saat disewakan.
82
 Dalam transaksi ijarah, rental menyewakan suatu 
aset yang sebelumnya telah dibeli oleh rental kepada konsumen nya untuk 
jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui dimuka.  
Dalam pelaksanaanya, pihak rental bukan hanya menyediakan sewa 
kendaraannya saja melainkan juga menyediakan jasa driver  Menurut 
jumhur ulama fiqih ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh 
disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.
83
 Ijarah ialah suatu jenis 
akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan 




Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, yaitu merupakan 
perjanjian yang bersifat konsensual, dimana perjanjian ini mempunyai 
kekuatan hukum, yakni sewa-menyewa berlangsung dan apabila akad 
sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan (Mu’ajir) berkewajiban 
untuk menyerahkan barang (Ma\jur) kepada pihak penyewa (Mustajir) dan 
dengan diserahkannya manfaat barang atau benda, maka pihak penyewa 
berkewajiban untuk menyerahkan uang sewaanya (ujrah). Apabila akad 
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 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 176. 
sewa dilaksanakan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak 
yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah 
suatu akad timbal balik.
85
 
Ijarah adalah suatu akad sewa menyewa barang yang pada hakikatnya 
mengambil suatu manfaat atas barang yang telah kita sewa dengan ganti 




1) Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan. 
2) Adanya akad antara kedua belah pihak. 
3) Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya. 
4) Adanya imbalan/harga yang jelas terhadap pemanfaatan objek sewa 
tersebut. 
5) Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas. 
6) Dilaksanakan dalam periode tertentu. 
Menurut K.Masturi, ulama setempat bahwa hukumnya sah, apabila 
keadaan barangnya telah menetapi syarat-syarat ma’qud alaihi yaitu dapat 
dimiliki, suci, bermanfaat dan dapat diserahterimakan. Dasar hukum yang 
digunakan ialah dalam kitab “Nihayatul Zain” karangan Imam Muhammad 
bin Umar bin Nawawi
87
:  
“dan disyaratkan terhadap ma‟qud alaih, itu harus dimiliki, suci, bias 
diketahui, sudah maklum baik keadaanya, ukurannya sifatnya terhadap  
barang yang ada tanggungan” 
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Dari beberapa pendapat tersebut diatas maka ijarah harus didasari 
dengan ijab yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu 
seseorang yang berakad dan qobul yaitu yang keluar dari pihak lain 
sesudah adanya ijab, buat menerangkan persetujuannya. 
c. Syarat dan Rukun Sewa-menyewa  
1) Akad  
Sewa-menyewa itu terjadi sah apabila ada ijab dan qobul, baik 
dalam bentuk pernyataan lain nya yang menunjukan adanya 
persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-
menyewa. 
Sewa-meneyewa belom dikatakan sah sebelum ijab qobul 
dilakukan, sebab ijab qobul menunjukan kerelaan, pada dasarnya ijab 
qobul dilakukan dengan lisan, tapi kalo tidak mungkin seperti bisu atau 
lainnya, maka boleh dilakukan dengan surat menyurat yang 
mengandung arti ijab qobul.
88
  
a) Aqid (orang yang berakad) 
Orang yang melakukan akad yaitu orang yang menyewa 
(musta‟jir) dan orang yang menyewakan (mu‟ajir). Syarat bagi 
orang yang berkad iyalah telah baliqh dan berakal, dengan 
demikian apabila orang itu belum dan tidak berakal maka ijarahnya 
tidak sah. Dan para pihak yang melakukan akad harus lah berbuat 
dengan kemauan nya sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada 
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unsure paksaan, baik keterpaksaan itu dating dipihak pihak yang 
berakad atau dari pihak lain. Kewajiban-kewajiban dan ketentuan 
bagi orang yang melakukan akad adalah:
89
 
(1) Kewajiban bagi orang yang menyewakan, yaitu mengizinkan 
pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan 
kuncinya bagi rumah atau pun kendaraan  dan sebagainya 
kepada orang yang menyewa nya serta memelihara barang 
yang disewakannya, seperti memperbaiki kerusakan dan 
sebagainnya. 
(2) Kewajiban bagi penyewa, yaitu membayar sewaan 
sebagaimana yang telah ditentukan, membersihkan barang 
sewaannya, serta mengembalikan barang sewaan nya itu bila 
telah habis waktunya atau ada sebab-sebab yang menyebabkan 
selesainya/putus nya sewa. 
(3) Ketentuan bagi penyewa, yaitu90:  
(a) Barang sewaan itu merupakan amanat pada penyewa, jadi 
kalau terjadi kerusakan karna kelalainnya, maka itu menjadi 
tenggung jawabnya 
(b) Bagi orang yang menyediakan barang-barang. Boleh 
menggantikan barang sewaan    nya dengan yang seimbang 
dengan barang yang semula. 
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(c) Kalau terjadi perselisihan pengakuan antara penyewa dan 
yang menyewakan pada banyaknya upah atau temponya 
atau ukuran manfaat sewaan dan sebagainya, sedangkan tak 
ada saksi atau keterangan keterangan lain yang dapat 
dipertanggung jawab kan maka kedua belah pihak harus 
bersumpah. 
Dari kewajiban dan ketentuan diatas dapat disimpulkan 
alangkah baik nya kalau akad sewa menyewa dilakukan secara 
tertulis agar tidak ada kesalahpahaman dikemudian nya.  
2) Ujrah (sewa) 
Disyaratkan, bahwa ujrah itu diketahui oleh kedua belah 
pihak,banyak jenis dan sifatnya. Jumlah pembayaran uang sewa itu 
hendaklah dirundingkan terlebih dahulu.
91
 
3) Ma’qud alaih 




a) Objek ijarah itu dapat diserahkan, maksudnya barang yang 
diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan 
dalam kondisi yang memang diperjanjikan. 
b) Objek ijarah itu dapat digunakan sesuai kegunaan, maksudnya 
kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat 
digunakan oleh penyewa sesuai dengan barang tersebut.\ 
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c) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan. 
d) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang 
diperbolehkan oleh agama. 
Fatwa DSN MUI NO: 09/ DSN-MUI/ IV/ 2000 menetapkan 
mengenai ketentuan ijarah sebagai berikut:
93
 
a) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. 
b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat 
dilaksanakan dalam kontrak. 
c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan). 
d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai 
dengan syariah. 
e) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik 
sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) 
yang akan mengakibatkan sengketa. 
f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termaksud 
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau 
indentifikasi fisik 
g) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar 
oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/ pemberi 
jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. 
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h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat 
lainnya) dari jenis yang sama dengan objek kontrak. 
i) Ketelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah 
dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.  
d. Keterlambatan Pengembalian Barang Sewaan dalam Islam  
Dalam sewa-menyewa tentu saja ada batas waktu yang ditentukan 
untuk pemakaian sewanya, apabila batas waktu tersebut sudah habis maka 
barang yng disewakan harus dikembalikan kepada pemilik barangnya. 
Karena sewa-menyewa bersifat sementara bukan menjadi hak milik sih 
penyewa. Jika sampai batas waktu nya barang yang disewa belum juga 
dikembalikan atau terlambat dikembalikan, maka dalam perjanjian 
sebelumnya tentang syarat dan ketentuannya sewa-menyewa, berarti si 
penyewa melanggar isi perjanjian tersebut atau lebih dikenal dengan istilah 
wanprestasi, maka si penyewa akan dikenakan sanksi berupa denda untuk 




Keterlambatan pengembalian dapat dikategorikan sebagai tindakan 




a. Pihak berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji. 
b. Pihak berwajib lalai dalam melakukannya.  
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Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian (Bandung: PT Bale, 1981), h. 44.  
c. Pihak berwajib melaksanakan tetapi tidak secara semestinya dan 
dengan sebaik-baiknya. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan atas 
tidak terpenuhinya perjanjian dalam perikatan dapat meminta ganti rugi 
atau ongkos atas kerugian yang dideritanya. Adapun hal-hal terkait diatur 
dalam pasal 1246 KHUPerdata bahwa: 
a. Kerugian yang diderita, 
b. Keuntungan yang seharusnya diterima. 
Menurut pandangan Islam sewa-menyewa atau Ijarah  didefinisikan 
dengan akad jual beli jasa atau manfaat dari suatu benda.
96
 Agar terdapat 
kejelasan didalamnya maka setiap akad yang dilakukan harus terdapat 
batasannya.
97
 Pada akad jual beli barang yang menjadi batasan adalah 
kuantitas atau jumlahnya dapat menggunakan berat atau volum barang 
tersebut. Sementara dalam akad jual beli jasa atau manfaat suatu barang, 
batasan yang digunakan adalah waktu atau target tertentu. Penetapan 
batasan ini dilakukan dalam rangka menghindari unsur ketidakjelasan 
dalam transaksi atau jual beli yang sifatnya gharar.
98
 Dalam kitab Al-
Fawakih ad-Dawani (kitab madzab malikiyah) dinyatakan:  
"Semua akad jual beli, sewa-menyewa, atau sewa tanah, jika disana disana 
ada untung-untungan atau ketidakjelasan, baik dalam harga maupun objek 
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An- Nafrawi,   Ahmad,   Kitab Al-Fawakih  ad-Dawani   Juz II   (Beirut:  Daar  Al - 
Kutub  
Al-Ilmiyah), 1418H), h. 79.  
Oleh sebab itu, maka ketika seseorang melakukan akad sewa haruslah 
ditentukan batas waktunya. Pada kondisi ketika penyewa tidak 




a. Tertunda hingga senilai satu paket harga sewa  
Sebagai contoh si A menyewa mobil dari sebuah rental dengan harga 
Rp 300,000/hari selama 3 hari. Ternyata si A baru mengembalikan mobil 
di akhir hari ke-5. Berdasarkan kasus tersebut maka si A dinyatakan 
terlambat mengembalikan barang sewaan selama 2 hari, oleh sebab itu 
dalam hal ini maka pemilik rental berhak meminta pembayaran sewa 
mobil selama 5 hari kepada si A. Sewa merupakan sebuah akad lazim, 
sehingga dalam kondisi apapun tidak dapat dibatalkan secara sepihak. 
Selain itu sifatnya juga mengikat jika terdapat penambahan volum 
waktunya.  
Berdasarkan Ar-raudhul Murbi' yang merupakan buku fiqih hambali 
menyatakan: 
"Jika penyewa mengembalikan barang sebelum selesai masa sewa maka ia 
harus membayar semua biaya sewa. Sebab sewa merupakan akad lazim 
(mengikat) sehingga segala konsekuensi harus dijalankan, dimana pemilik 





b. Tertunda namun tidak senilai satu paket biaya sewa  
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Contoh kasus sebagaimana kasus diatas, namun  si A  hanya  telat  
melakukan pengembalian 3 jam dari waktu yang ditentukan maka dalam 
kondisi ini pemilik mobil boleh meminta tambahan biaya atau denda atas 
keterlambatan selama 3 jam tadi. Denda dalam hal ini bukan denda karena 
transaksi hutang piutang sehingga tentu saja hal ini diperbolehkan, karena 
denda yang diminta semakna dengan biaya ganti dari nilai sewa atas 
keterlambatan selama 3 jam dalam mengembalikan barang sewaan.
102
  
Majma' al-Fiqh al-Islami dalam muqtamarnya ke 12 di Riyad 1421 H, 
membahas tentang as-syarthul jaza'I (ketentuan atas denda bagi pihak yang 
menyalahi kesepakatan), menghasilkan beberapa keputusan antara lain: 
"Boleh menetapkan ketentuan ada denda dalam sebuah akad terkait harta, 
selain akad yang tanggung jawab aslinya berbasis hutang piutang karena 




Sewa menyewa bukanlah transaksi hutang piutang, oleh sebab itu 
mengambil denda karena adanya telat mengembalikan barang sewa adalah 
diperbolehkan dan hal tersebut bukanlah riba.
104
  
B. Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan pada penelusuran kepustakaan yang telah peneliti lakukan 
pada berbagai sumber, pembahasan dan kajian mengenai wacana sewaa-
menyewa kendaraan sebelumnya telah banyak dilakukan. Guna mendukung 
penelitian ini maka peneliti telah melakukan penelusuran ke berbagai literatur 
yang ada, diantaranya. 
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Penelitian yang dilkukan oleh Agista Nada Maya pada tahun 2014 dengan 
judul "Praktek Sewa-Menyewa Mobil Marem Jaya Transportation Di Desa 
Keboharan Krian Sidoharjo" penelitian ini mengambil cakupan pembahasan 
yang menjadi permasalahan adalah sistem sewa mobil lepas kunci dimana 
kerap terjadi keterlambatan pengembalian, penipuan hingga meminjamkan 
mobil sewaan kepada pihak lain tanpa sepemgetahuan penyewa.
105
  
Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Hendrawan pada tahun 2015-
dengan judul "Wanprestasi dan Penyelesaian dalam Perjanjian Sewa-
Menyewa Mobil (Studi Kasus di Wawa Rental Mobil Kabupaten Sragen". 
Secara umum menjelaskan tentang praktik sewa-menyewa mobil yang 
dilakukan Wawa Rental Mobil Sragen, pada praktiknya sewa-menyewa yang 
dilakukan tidak sesuai dengn hukum Islam karena terjadi tindakan wanprestasi 
akibat dari kelalaian pihak penyewa, terhadap tindakan tersebut maka 
penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan jika tidak ditemukan jalan 
tengah maka akan dilanjutkan ke persidangan.
106
 
Penelitian yang dilakukan oleh Febriana Claudia P. tahun 2015 dengan 
judul  "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di 
CV. Dawung Putra Makmur". Pada penelitian ini penyelesaian untuk tindakan 
wanprestasi dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat dimana kedua belah 
pihak bertemu yakni pihak penyewa dan  pihak yang memberikan sewa dalam 
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satu forum untuk membicarakan masalah yang terjadi  dan  kemudian  
menemukan  jalan  tengah  yang sesuai untuk permaasalahan tersebut.
107
  
Penelitian yang dilakukan oleh Benedictus pata tahun 2016 mengenai 
"Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Kajian Kasus pada CV. ASRI)". 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa-menyewa 
yang  dilakuakn antara pihak CV. ASRI dengan penyewa ataupun pihak ketiga 
telah mendapatkan perlindungan hukum, sehingga baik pihak penyewa 
ataupun pihak ketiga tidk dibebani tanggung jawab atas terjadinya kerusakan 




Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaaparkan di atas, penelitian yang 
terkait dengan sewa-menyewa kendaraan khususnya mobil memang telah ada, 
namun terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan 
penulis yakni pada objek sewa, problematika serta penyelesaian yang 
dilakukan. Pada skripsi ini penulis memfokuskan kepada tinjauan hukum 
Islam terhadap biaya tambahan keterlambatan pengembalian dalam praktek 
sewa-menyewa di CV. Bintang Angkara Rental Bandar Lampung.  
  
                                                             
107
Febriana Claudia P. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa 
Mobil di CV. Dawung Putra Makmur", Artikel Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 
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